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Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Takberwujud, Afiliasi Asing di Tax 

Haven Terhadap Penerapan Transfer Pricing 

 

Hioe Chin 127201004 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini untuk menganalisa pengaruh Perencanaan Pajak, pemanfaatan 

kepemilikan Aset Takberwujud, dan pengaruh perusahaan Afiliasi Asing yang 

berada di negara suaka pajak terhadap keputusan manajemen untuk melakukan 

penerapan Transfer Pricing. Penelitian memanfaatkan data sekunder berupa 

Laporan Keuangan Auditan tahun 2017-2020 dari perusahaan farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling, sehingga diperoleh 9 (sembilan) sampel data perusahaan. 

Analisis data dengan metode regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi 

EViews 11 Student Version. Pengujian variabel menggunakan 2 (dua) model, yaitu 

tanpa moderasi dan dengan moderasi Komposisi Komisaris Independen. Model 

pengujian tanpa moderasi, secara uji parsial menunjukkan bahwa hanya variabel 

Perencanaan Pajak yang berpengaruh, sedangkan kepemilikan Aset Takberwujud 

dan Afiliasi Asing di suaka pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan 

manajemen untuk melakukan Transfer Pricing. Model pengujian dengan 

moderasi, secara uji parsial menunjukkan bahwa Komposisi Komisaris 

Independen dapat memoderasi variabel Afiliasi Asing di Tax Haven. Model 

pengujian dengan moderasi Komposisi Komisaris Independen menunjukkan 

bahwa keseluruhan variabel independen berpengaruh secara parsial maupun 

simultan terhadap keputusan manajemen melakukan Transfer Pricing. 
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The Effect of Tax Planning, Intangible Assets, Foreign Affiliates in Tax Haven 

on the Implementation of Transfer Pricing 

 

Hioe Chin 127201004 

 

ABSTRACT 

 

This study is to analyze the effect of Tax Planning, the utilization of ownership of 

Intangible Assets, and the influence of Foreign Affiliates companies residing in 

tax havens on the management's decision to apply Transfer Pricing. The study 

utilizes secondary data in the form Audited Financial Statements years 2017-2020 

from pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock Exchange. 

Purposive sampling method is used to obtain 9 (nine) samples of company data. 

Data analysis using multiple linear regression method by making use of 

application of EViews 11 Student Version. The variables are tested with 2 (two) 

models, without moderation and with moderation of Composition of Independent 

Commissioners. The test model without moderation, by partial test shows that 

only the Tax Planning variable has an effect, while the ownership of Intangible 

Assets and Foreign Affiliates in tax havens has no effect on the management's 

decision to perform Transfer Pricing. The test model with moderation, by partially 

shows that the Composition of the Independent Commissioner able to moderate 

the variable of Foreign Affiliation in Tax Haven. The test model with moderating 

Independent Commissioner Composition shows that all independent variables 

have partial and simultaneous influence on management's decision to Transfer 

Pricing. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Era globalisasi telah menyebabkan banyak perusahaan mentransformasikan 

dirinya untuk beroperasi di lintas yuridiksi negara. Perusahaan yang berdomisili di 

suatu negara, dapat memiliki cabang, subsidiari, afiliasi, memiliki bentuk 

organisasi yang berbeda diantara grup perusahaan, memiliki rantai pasokan 

(supply chain) yang kompleks, memiliki unit bisnis yang berdiri sendiri, atau 

memiliki fasilitas atau aset di negara lain (biac.org. 2015). 

Barbie, produk mainan anak-anak yang merupakan salah satu contoh sebuah 

produk akhir dari integrated process di antara grup Mattel, Inc., dimana desain, 

pengecatan, bahan baku, perakitan, quality testing, dan pemasaran, hampir 

keseluruhan aktivitas dilakukan di berbagai negara berbeda. 

Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan yang saling terkait ini, memiliki 

hubungan istimewa untuk saling membeli, menjual, membebankan biaya, 

meminjamkan dana, atau memanfaatkan aset. Transaksi antar perusahaan dalam 

grup ini menggunakan suatu harga untuk saling mengalihkan produk.  

Transfer Pricing pada awal pemanfaatannya, merupakan transaksi usaha 

yang wajar dilakukan oleh antar perusahaan dalam grup terafiliasi (netral) 

(tempo.co. 2014). Namun, seiring kompleksnya transaksi antar grup perusahaan, 

diperlukan kebijakan untuk menentukan standar harga transfer berdasarkan arm’s 

length principle, yaitu penggunaan satu harga yang sama dalam transaksi, apabila 
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transaksi itu dilakukan oleh pihak terafiliasi atau apabila transaksi tersebut 

dilakukan oleh pihak yang independen (cita.or.id. 2015). 

Transfer Pricing dikatakan ideal sehingga tidak dilakukan tindakan koreksi 

oleh otoritas pajak, yaitu bilamana terdapat transaksi diantara pihak berafiliasi 

(associated enterprises), kondisi dan harga transaksi tersebut sesuai dengan arm’s 

length principle (OECD Pasal 9).  

Sebagai gambaran bagaimana pelaksanaan Transfer Pricing yang ideal 

adalah dalam hal, PT A memproduksi Botol dengan harga produksi per unit 

sebesar $100. Produk Botol kemudian dijual kepada PT B (associated enterprises) 

dengan mark-up 5% (metode Cost Plus) sebesar $105. Bila produk Botol tersebut 

dijual kepada PT C (pihak independen) dengan kondisi dan harga $105 maka 

harga transfer PT A kepada PT B dapat dikatakan ideal.  

Namun pada kenyataanya, kondisi ideal sulit terjadi. Pemilihan metode 

analisa kesebandingan; penggunaan jumlah pembanding tunggal, pembanding 

rentang, atau secret comparable; ketidaklengkapan persyaratan administrasi yang 

mengacu kepada BEPS Action 13 tentang Transfer Pricing Documentation, 

mendominasi perselisihan antara otoritas pajak dengan perusahaan. 

GlaxoSmithKline Canada adalah salah satu contoh dari perusahaan yang 

memanfaatkan skema Transfer Pricing, namun berakhir di Pengadilan Pajak dan 

Mahkamah Agung. Pokok perkara kasus ini adalah upaya hukum yang diajukan 

oleh GlaxoSmithKline Canada melawan Canadian Revenue Agency (CRA), terkait 

harga transfer produk farmasi bernama Ranitidine oleh GlaxoSmithKline Canada 

dari Adescha yang dinilai terlalu tinggi akibat ditambahkannya nilai lisensi, dan 
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perbedaan penggunaan metode harga transfer yang menurut CRA seharusnya 

adalah Comparable Uncontrolled Price (Hill. 2012). 

Kasus lain sehubungan dengan pemanfaatan skema Transfer Pricing adalah 

sengketa antara G.D. Searle & Co dengan Internal Revenue Service (IRS). Dalam 

kasus ini, G.D. Searle & Co membebankan Paten dan Trademark produk farmasi 

kepada perusahaan subsidiarinya yaitu G.D. Searle & Co Puerto Rico. Tapi 

pembebanan Intangibles itu dikoreksi oleh IRS dengan alasan G.D. Searle & Co 

Puerto Rico tidak memiliki hubungan dengan perusahaan induk. Sengketa ini 

kemudian diajukan upaya hukum dan akhirnya Pengadilan memenangkan G.D. 

Searle & Co.  Kasus yang serupa juga terjadi antara Eli Lily & Co dengan IRS, 

sehubungan dengan pembebanan Paten dan Know How kepada afiliasi di Eli Lily 

& Co Puerto Rico. Namun pembebanan tersebut juga dikoreksi oleh IRS dengan 

alasan, afiliasi tidak berhak menerima Intangibles. Pengadilan memenangkan 

upaya hukum Eli Lily & Co dan menolak banding IRS (Baistrocchi. 2012).  

Sengketa Transfer Pricing di Indonesia juga terjadi kepada PT MSM Tbk. 

yang bergerak dalam bidang farmasi, karena koreksi sehubungan biaya pemasaran 

sekitar lebih dari 3 (tiga) triliun Rupiah untuk periode 2013 -2016. PT MSM Tbk 

disangkakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-02/2010 

tentang Biaya Promosi yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Otoritas 

pajak melakukan pengujian rasio yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

peningkatan signifikan terhadap penjualan, dan koreksi atas pembayaran royalti 

untuk pemanfaaatan trademark dan know how, namun pembebanan itu tidak 
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sesuai dengan karakteristik PT MSM Tbk. yang merupakan contract 

manufacturer dan marketing service provider (Supriyadi, S. 2019).  

Meskipun telah terjadi banyak kasus Transfer Pricing, perusahaan 

multinasional tetap saja melakukan transaksi harga transfer, dikarenakan memang 

perusahaan itu harus membagi aktivitas-aktivitas grup perusahaan di berbagai 

negara agar mendapatkan pasar baru, memanfaatkan fasilitas pemerintah dalam 

bidang investasi (government grants), meminimalkan biaya produksi, 

mendekatkan diri dengan lokasi bahan baku, mendekatkan diri dengan pasar, yang 

pada akhirnya memaksimalkan laba tanpa bermaksud untuk melakukan 

penyalahgunaan (Transfer Pricing Misuse). Namun tujuan grup perusahaan itu 

tentu saja berbeda dengan otoritas pajak, yang menginginkan perusahaan 

multinasional dapat membayarkan pajak penghasilan sebesar-besarnya sebagai 

konsekuensi tingginya perolehan laba (ddtc.co.id. 2020). 

Bayerische Motoren Werke AG (BMW) merupakan contoh multinational 

company yang beroperasi di berbagai yuridiksi negara. Meskipun BMW 

beroperasi di berbagai negara, tidak serta-merta mengindikasikan BMW 

melakukan tindakan Transfer Pricing Misuse. BMW yang berpusat di Jerman dan 

memiliki 8 (delapan) manufacturing facilities dan 1 (satu) pusat research and 

development, marketing facilities di Kanada dan Meksiko, memiliki 

manufacturing plants di Inggris Raya dan Swiss, termasuk assembly plants di 

Rusia, Mesir, Thailand, dan Malaysia. Sebagai contoh, kebijakan penempatan 

assembly plant di benua Asia, dapat dipastikan karena faktor upah tenaga kerja 
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yang lebih rendah dari pada negara-negara Eropa. Faktor keunggulan kompetitif 

menjadi pertimbangan manajemen tetap melakukan praktik Transfer Pricing.  

Berdasarkan kasus-kasus yang disebutkan sebelumnya, multinational 

companies sepertinya berada dalam dilemmatic position, yaitu kebutuhan 

memanfaatkan Transfer Pricing agar memperoleh efisiensi biaya produksi dan 

biaya operasional tanpa berniat melakukan Transfer Pricing Misuse, sementara itu 

pihak otoritas perpajakan akan memandang upaya perusahaan itu adalah terkait 

manipulasi pajak (pejorative sense). 

Meskipun otoritas pajak memiliki pejorative sense terhadap skema Transfer 

Pricing, nyatanya perusahaan-perusahaan itu tetap saja melakukan hal itu. Tabel 

1.1. dari The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

mengungkapkan dalam kurun waktu 2016 sampai 2019 telah terjadi peningkatan 

signifikan dari kasus Transfer Pricing (oecd.org. 2019). Hal ini setidaknya telah 

memberikan gambaran bahwa multinational companies tetap memanfaatkan 

Transfer Pricing dalam mengelola laba grup usaha. 

Tabel 1.1. Peningkatan Kasus Transfer Pricing 

 

Kasus Harga Transfer Kasus 

Awal 

Kasus 

Diproses 

Kasus 

Selesai 

Sisa 

Kasus 

Kasus diterima sebelum 1 Januari 

2016/sebelum tahun bergabung 

dalam Kerangka Inklusif BEPS 

1.775 0 423 1.352 

Kasus diterima setelah 1 Januari 

2016/setelah tahun bergabung dalam 

Kerangka Inklusif BEPS  

 1.918 1.156 691 2.383 

Sumber: oecd.org. 2019 

  

Hasil survei yang dilakukan oleh Ernst & Young terhadap lebih dari 450 

perusahaan multinasional mengungkapkan bahwa isu Transer Pricing akan terus 
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menjadi isu utama dalam sengketa pajak di masa depan; Otoritas pajak akan 

menjadi lebih agresif dalam hal pemeriksaan pajak; Hasil dari pemeriksaan 

menyebabkan sekitar 47% dari perusahaan induk dilaporkan mengalami 

pembayaran pajak berganda sebagai akibat sanksi dari pemeriksaan Transfer 

Pricing, sekitar 60% dari perusahaan telah melaporkan pembayaran sanksi biaya 

bunga pajak atas penyesuaian harga transfer, dan sekitar 24% melaporkan 

pembayaran sanksi denda untuk Transfer Pricing (Jones. 2018). 

Otoritas pajak di Indonesia juga telah merilis laporan mengenai jumlah 

sengketa sehubungan dengan Transfer Pricing yang menempati urutan ke-3 (tiga) 

terbanyak dalam kurun waktu 2018-2020. Dengan banyaknya kasus Transfer 

Pricing yang dibawa ke Pengadilan Pajak, dapat menginformasikan bahwa 

perusahaan di Indonesia juga memanfaatkan skema Transfer Pricing sebagai 

upaya untuk memaksimalkan laba di tingkat korporasi yang berdomisili di 

Indonesia maupun yang berada pada tingkat grup perusahaan. 

Tabel 1.2. Kasus Yang Paling Banyak Disengketakan Selama  

Periode 2018-2020 

 

Jenis Kasus Jumlah Sengketa (kasus) 

Pengujian Tidak Langsung 5.874 

Pengkreditan Pajak Masukan PPN 4.496 

Transfer Pricing 960 

Surat Keterangan Domisili 800 

Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas 560 
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak. Materi Sosialisasi APA, 2021 

Banyaknya sengketa pajak terkait Transfer Pricing, tidak lepas dari 

perubahan besar pada lingkungan bisnis global, yang ditandai dengan 

berkurangnya hambatan perdagangan internasional, maraknya kerjasama 

regionalisasi dalam kawasan, dan revolusi teknologi informasi. Perubahan secara 
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global tersebut, memotivasi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha, sinergi, 

dan mengamati pasar negara lain sebagai peluang. Lingkungan bisnis 

internasional telah meningkatkan transaksi lintas negara serta berkembangnya 

jumlah dan aktivitas perusahaan multinasional, yang secara otomatis menciptakan 

transaksi afiliasi. 

Kasus Transfer Pricing timbul pada tingkat pemeriksaan pajak, kemudian 

terdapat koreksi oleh otoritas pajak yang tidak disetujui oleh perusahaan, dan pada 

akhirnya menempuh jalur hukum untuk diselesaikan di tingkat Pengadilan Pajak. 

Permasalahan Transfer Pricing berpangkal pada isu transaksi Hubungan Istimewa 

yaitu keadaan ketergantungan atau keterikatan salah satu pihak dengan pihak 

lainnya, yang disebabkan karena kepemilikan (atau penyertaan modal), 

penguasaan, dan/atau hubungan keluarga sedarah/semenda, atau merupakan 

keadaan dimana salah satu/lebih pihak mengendalikan pihak lainnya. Transaksi 

yang dipengaruhi hubungan istimewa dikonotasikan sebagai transaksi yang tidak 

memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), yaitu dalam hal 

kondisi dan nilai indikator “harga transaksi antar pihak berelasi” berbeda dengan 

kondisi dan nilai indikator pada “harga transaksi pihak independen” yang 

sebanding, sebagaimana diatur dalam PER-17/2020. 

Para peneliti dari luar negeri dan Indonesia kerap melakukan penelitian 

terkait Transfer Pricing. Dimopoulou (2017) mengungkapkan bahwa 

perkembangan teknologi telah meningkatkan penemuan kekayaan intelektual, 

kesulitan untuk memperkirakan nilai Aset Takberwujud yang terlibat dalam 
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transaksi bisnis, hal ini telah meningkatkan ambisi perusahaan multinasional 

untuk mengelola laba usaha melalui Transfer Pricing. 

Beebeejaun (2019) dalam hasil penelitian di Mauritius terhadap perusahaan-

perusahaan multinasional, menemukan tidak sedikit perusahaan multinasional 

yang berbasis di Mauritius telah memanfaatkan kelemahan aturan domestik 

sehubungan dengan Transfer Pricing. Perusahaan multinasional tersebut 

melakukan impor peralatan pabrik dan mesin, bahan mentah, produk setengah 

jadi, engineering products dari afiliasinya yang berada di luar negeri dengan harga 

tinggi, untuk kemudian diolah agar menjadi produk bahan baku yang pada 

akhirnya di ekspor ke grup perusahaan dengan harga jual yang rendah. Perusahaan 

di Mauritius melaporkan pajak penghasilan yang rendah sebagai akibat laba yang 

minim. Fenomena ini telah menyebabkan Mauritius sarat oleh berbagai 

perusahaan multinasional yang tidak memiliki karyawan tetap, namun menjadi 

negara sebagai tempat mengalihkan jutaan dolar. 

Penelitian Dyreng (2017) terhadap berbagai perusahaan yang berdomisili di 

Amerika Serikat, menemukan bahwa telah terjadi penurunan tarif pajak efektif 

Perusahaan selama 25 (dua puluh lima) tahun terakhir, yang merupakan hasil dari 

perencanan pajak melalui skema Transfer Pricing, yaitu telah terjadi penurunan 

effective tax rate dari 34%, menjadi 28%. Hasil penelitian dari Kim (2018), 

Cristea (2016), Pendse (2012), juga menemukan jumlah pembayaran pajak 

penghasilan berpengaruh kepada kebijakan manajemen dalam perencanaan pajak. 

Perusahaan multinasional dapat mengalihkan penghasilan dan/atau beban ke 
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perusahaan afiliasi asing di negara suaka pajak melalui skema Transfer Pricing 

(Noviastika. 2016; Ratnawati. 2016; Hartati. 2015). 

Pengujian lain sehubungan Transfer Pricing dengan memanfaatkan variasi 

variabel, menunjukkan hasil yang berbeda. Marfuah (2014), mendapatkan hasil 

penelitian bahwa perusahaan dapat memanfaatkan skema lain dalam 

meminimalkan beban pajak, sehingga Transfer Pricing tidak dimanfaatkan 

sebagai sarana penurunan beban pajak. 

Selain alasan tarif pajak penghasilan, besar kecilnya jumlah Aset 

Takberwujud diduga dapat mempengaruhi tindakan oportunistik manajemen 

dalam pengambilan keputusan pelaksanaan harga transfer. Richardson (2013) 

mengungkapkan bahwa Aset Takberwujud telah dimanfaatkan oleh 183 

perusahaan terbuka di Australia, melalui pergesaran nilai Aset Takberwujud ke 

negara suaka pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ohnuma (2017) terhadap 

pemanfaatan Aset Takberwujud dari 60 (enam puluh) kasus perusahaan di Jepang, 

menemukan bahwa penjualan ekspor, utilisasi royalti, pembayaran jasa teknologi 

sehubungan dengan paten dan trademark, termasuk pembebanan biaya know-how 

turut dimanfaatkan dalam skema Transfer Pricing.  

Pendapat mengenai keterkaitan Aset Takberwujud terhadap Transfer 

Pricing, nampaknya berbeda dengan hasil penelitian Jafri (2018). Manajemen 

memutuskan untuk tidak memanfaatkan Aset Takberwujud dalam skema Transfer 

Pricing karena keenganan manajemen dalam merekayasa laba sebagai akibat 

kepemilikan informasi yang akurat dari pemegang saham. 
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Beberapa variasi penelitian terhadap berbagai perusahaan dengan variabel 

Minimalisasi Perpajakan, Pajak Penghasilan, Tunneling Incentive, Skema Bonus, 

Perjanjian Hutang, memberikan pengaruh positif terhadap kebijakan manajemen 

melaksanakan Transfer Pricing. Namun pengujian tersebut tetap memberikan 

hasil yang inkonsisten. Pengujian oleh Mispiyanti (2015) dan Qiansyah (2016), 

menemukan Minimalisasi Perpajakan berpengaruh namun tidak signifikan. 

Penelitian oleh Putri, V.R. (2019) terhadap 23 emiten manufaktur periode 2012-

2016, penelitian oleh Hasna (2020) terhadap emiten real estate dan konstruksi 

tahun 2016-2018, menemukan adanya pengaruh variabel moderasi Komite Audit 

terhadap kebijakan Transfer Pricing, sedangkan variabel Skema Bonus, 

Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan dan Tunneling Incentive, tidak berpengaruh 

terhadap keputusan Transfer Pricing.  

Fadhilah (2018) dalam penelitiannya terhadap perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI dari periode 2011-2016, dan penelitian Rosa (2019) terhadap 

perusahaan pertambangan pada periode 2014-2017, menemukan adanya 

perusahaan yang menguasai Aset Takberwujud bernilai besar cenderung 

memaksimalkan pemanfaatannya dalam skema Transfer Pricing. Pengujian 

simultan oleh Novira (2020) terhadap perusahaan pertambangan periode 2015-

2018 dengan variabel Pengaruh Pajak, Intangible Assets dan Mekanisme Bonus 

adalah berpengaruh positif, namun dalam pengujian parsial, hanya variabel 

Intangible Assets yang berpengaruh signifikan positif. 

Manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan strategis, tidak lepas 

dari pengawasan Dewan Komisaris, termasuk pengambilan keputusan melakukan 
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skema Transfer Pricing namun tetap dalam koridor hukum perpajakan 

(Ardyansah. 2014). Jumlah Komisaris yang lebih besar dalam perusahaan, 

seharusnya meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap tindakan oportunistik 

dari direksi dalam menjalankan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976), termasuk 

mendorong perilaku manajemen dalam menerapkan praktik Transfer Pricing yang 

sesuai dengan peraturan perpajakan. 

Namun pada kenyataannya, jumlah Komisaris Independen di beberapa 

perusahaan gagal menjalankan fungsi pengawasan, hal ini dimungkinkan karena 

pengaruh kuat dari pemegang saham mayoritas, dan pengangkatan Komisaris 

Independen hanya sekedar memenuhi syarat dari Otoritas Jasa Keuangan 

(Wibawa, 2016). Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Ulupui (2016) dan 

Afriyanti (2019) terhadap emiten manufaktur selama 2012-2016, bahwa 

keputusan manajeman untuk melakukan tax avoidance, tidak dipengaruhi oleh 

banyaknya Komite Audit maupun Komisaris Independen. 

Hasil penelitian Innocent (2018) terhadap perusahaan manufaktur di 

Nigeria, menemukan bahwa jumlah dewan komisaris independen, keragaman 

dewan direksi dapat mempengaruhi keputusan dewan direksi dalam meredam 

perencanaan pajak yang agresif. Penelitian ini sejalan dengan Fadhilah (2014), 

Sumantri (2018) yang mengungkapkan adanya pengaruh positif dari dewan 

komisaris untuk mengawasi dewan direksi dalam hal fully tax compliance. 

Pergeseran laba ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi di negara-negara 

suaka pajak, juga turut dimanfaatkan dalam skema Transfer Pricing (Akamah. 

2018; Davies. 2018; Pramesthi. 2019; Jansky. 2015; Omar. 2015; Richardson. 
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2013). Penelitian oleh Waluyo (2018), menjelaskan bahwa perusahaan dapat 

melakukan Transfer Pricing dengan memanfaatkan utang dan bunga atas utang 

dari grup perusahaan di negara yang terafiliasi dengan Tax Haven (thin 

capitalization). Namun penelitian dengan hasil berbeda oleh Nurhidayati (2018), 

menyatakan pergeseran laba atau melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi di 

Tax Haven tidak berpengaruh positif. 

Meskipun beberapa penelitian di Indonesia telah meneliti sub-sektor 

perusahaan farmasi, namun penelitian-penelitian sebelumnya tidak menguji 

pelaksanaan Transfer Pricing dalam hubungannya dengan variabel Perencanaan 

Pajak, pemanfaatan Aset Takberwujud, pengaruh Afiliasi Asing di Tax Haven. 

Penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) model pengujian yaitu pengujian 

tanpa memanfaatkan variabel moderasi Komposisi Dewan Komisaris dan 

pengujian dengan memanfaatkan variabel moderasi, yang diyakini dapat 

mempengaruhi manajemen agar melakukan skema Transfer Pricing sesuai dengan 

PMK-213/2016. Pemanfaatan Aset Takberwujud dalam skema Transfer Pricing, 

dimungkinkan karena hubungan istimewa oleh pihak berelasi dalam grup usaha 

farmasi yang berada di negara suaka pajak. Perbedaan selanjutnya, dalam 

penelitian ini, penentuan Tax Haven akan memanfaatkan informasi dari KMK-

650/1994, indeks Oxfam dan Corporate Tax Haven Index (CTHI), untuk 

mendapatkan keyakinan bahwa negara-negara tersebut menjalankan praktik-

praktik Harmful Tax Practices. 
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1.2. Identifikasi Masalah  

Pemilihan variabel Perencanaan Pajak, Aset Takberwujud, Afiliasi Asing di 

Tax Haven, dan Komposisi Komisaris Independen terhadap kebijakan penerapan 

Transfer Pricing, dikarenakan masih terdapatnya disparitas dan inkonsistensi pada 

penelitian-penelitian sebelumnya sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.  

Untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel dan variabel moderasi tersebut, 

dilakukan pengujian empiris dengan mengacu pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, serta menggabungkan beberapa variabel yaitu pengaruh Perencanaan 

Pajak (Dyreng. 2017), Aset Takberwujud (Ohnuma. 2015), dan Afiliasi Asing di 

Tax Haven (Richardson. 2013) terhadap kebijakan penerapan Transfer Pricing 

(Jafri. 2018), dengan varibel moderasi Komposisi Komisaris Independen (Ulupui. 

2016) dalam satu model penelitian. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel Perencanaan 

Pajak, Aset Takberwujud, Afiliasi Asing di Tax Haven dan Komposisi Komisaris 

Independen berpengaruh terhadap kebijakan manajemen dalam memutuskan 

pemanfaatan Transfer Pricing. Objek penelitian dengan memanfaatkan data 

dalam Laporan Keuangan Auditan dari perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2017 – 2020. 

Pemilihan periode observasi didasari pada tahun setelah diterbitkannya 

PMK-213/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib 

Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak Yang 
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Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. PMK-213/2016 

ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2017, yang pada intinya memberikan pedoman 

mengenai pihak-pihak yang wajib mendokumentasikan berbagai data dan/atau 

informasi sehubungan dengan penyusunan harga transfer, kewajiban menyusun 

Master file, Local File, dan Country by Country Reports, panduan memelihara 

dokumentasi, termasuk tenggat waktu ketersediaan dokumen. 

Pemilihan sampel perusahaan sub sektor farmasi, karena diyakini sebagian 

besar perusahaan farmasi melakukan praktek Transfer Pricing diantara grup 

afiliasi, yaitu ketika industri farmasi menjadi semakin global, dengan rantai 

pasokan yang kompleks di berbagai negara, dalam hal impor pembelian bahan 

baku, memanfaatkan Aset Takberwujud dalam riset dan pengembangan produk, 

memanfaatkan Customer contracts and related customer relationships dalam 

pemasaran produk, dan termasuk memanfaatkan afiliasi di negara suaka pajak 

untuk tujuan perpajakan. 

Penelitian terhadap perusahaan lain tidak dilakukan, karena seperti 

perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan, atau sektor usaha properti, 

konstruksi, serta pelayaran dan penerbangan, yang memiliki perbedaan 

karakteristik pemajakan yang diatur khusus yaitu pengenaan pajak penghasilan 

bersifat final (Pasal 15 dari UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan). 

 

1.4. Perumusan Masalah 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh antar variabel, 

sebagai berikut: 
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1. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerapan Transfer 

Pricing? 

2. Apakah pemanfaatan kepemilikan Aset Takberwujud berpengaruh positif 

terhadap penerapan Transfer Pricing? 

3. Apakah pihak berafiliasi asing di negara Tax Haven berpengaruh positif 

terhadap penerapan Transfer Pricing? 

4. Apakah Komposisi Dewan Komisaris memoderasi, Perencanaan Pajak 

terhadap penerapan Transfer Pricing? 

5. Apakah Komposisi Dewan Komisaris memoderasi kepemilikan Aset 

Takberwujud terhadap penerapan Transfer Pricing? 

6. Apakah Komposisi Dewan Komisaris memoderasi Afiliasi Asing di Tax 

Haven terhadap penerapan Transfer Pricing? 

 

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris dan 

memberikan penjelasan antar variabel, yaitu 

1.  Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan Perencanaan Pajak terhadap 

keputusan penerapan Transfer Pricing. 

2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan Aset Takberwujud terhadap 

pemanfaatan penerapan Transfer Pricing. 

3.  Apakah terdapat pengaruh Afiliasi Asing di Tax Haven terhadap keputusan 

penerapan Transfer Pricing. 
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4. Apakah terdapat pengaruh Komposisi Dewan Komisaris dalam memoderasi 

Perencanaan Pajak terhadap penerapan Transfer Pricing. 

5. Apakah terdapat pengaruh Komposisi Dewan Komisaris dalam memoderasi 

Aset Takberwujud terhadap penerapan Transfer Pricing. 

6. Apakah terdapat pengaruh Komposisi Dewan Komisaris dalam memoderasi 

Afiliasi Asing di Tax Haven terhadap penerapan Transfer Pricing. 

 

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan andil positif bagi para 

akademisi dan praktisi, yaitu:  

1. manfaat bagi akademisi, dapat memperoleh wawasan yang lebih luas 

mengenai Transfer Pricing sehingga dapat dijadikan referensi, bahan 

diskusi, dan bahan literatur untuk variasi penelitian lebih lanjut. 

2. manfaat bagi dunia usaha, diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

kepada para investor, dan manajemen perusahaan, mengenai pengaruh 

pajak, Aset Takberwujud dan Komposisi Komisaris Independen terhadap 

penerapan Transfer Pricing. 

3. manfaat bagi otoritas pajak di Indonesia, dapat memperluas informasi 

tentang pemanfaatan variabel-variabel oleh manajeman perusahaan sehingga 

termotivasi menjalankan skema Transfer Pricing.  

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab tersebut akan 

memuat pembahasan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini membahas latar belakang penelitian, fenomena, batasan penelitian, 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan yang menguraikan pokok-pokok keseluruhan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bagian ini membahas teori yang digunakan untuk mendukung penelitian, 

pemanfaatan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, uraian beberapa 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, termasuk uraian hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini membahas subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, 

variabel penelitian, definisi operasional variabel, model penelitian, serta cara 

pengujian hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan data hasil penelitian, pengujian asumsi klasik, pengujian 

hipotesis, persamaan regresi hasil analisis data, serta interpretasi hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Beberapa 

saran diajukan untuk untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 
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